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Abstrak  

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat 

pesisir yang bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi 

sumber daya perikanan yang besar, tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan 

oleh lemahnya posisi tawar nelayan, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta tingginya kerugian hasil tangkapan. 

Implementasi kebijakan cold storage sering menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Penelitian ini 

bertujuan mengkaji implementasi kebijakan penyediaan cold storage dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan 

di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif 

melalui systematic literature review yang dipadukan dengan pengumpulan data empiris dan telaah dokumen 

kebijakan sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan cold storage 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberdayaan nelayan melalui penyediaan 

infrastruktur pascapanen. Cold storage berpotensi menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kehilangan 

pascapanen, serta meningkatkan fleksibilitas waktu penjualan belum optimal akibat lemahnya regulasi daerah, 

rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum 

terbangunnya sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Olehnya, penguatan kelembagaan, 

peningkatan kapasitas nelayan dan integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan cold 

storage. 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, cold storage, kesejahteraan nelayan, pemberdayaan nelayan, sektor 

perikanan 

Abstract  

The fisheries sector plays a strategic role in national economic development, particularly for coastal communities reliant on 
fishing activities. Although South Sulawesi Province possesses significant fishery resource potential, the welfare level of 
fishers remains relatively low. This condition is driven by fishers' weak bargaining power, limited post-harvest facilities, 
and high catch losses. Furthermore, the implementation of cold storage policies often faces various obstacles on the ground. 
This study aims to examine the implementation of the cold storage provision policy in improving fishers' welfare in South 
Sulawesi Province, specifically in Takalar Regency. The research employs an exploratory approach through a systematic 
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literature review combined with empirical data collection and a review of fisheries sector policy documents. The results 
indicate that the cold storage policy reflects the government's commitment to supporting fisher empowerment through post-
harvest infrastructure. While cold storage has the potential to maintain catch quality, reduce post-harvest losses, and 
increase sales time flexibility, its implementation has not been optimal due to weak local regulations, low human resource 
capacity, limited socialization, and the absence of a participatory and sustainable management system. Therefore, 
institutional strengthening, capacity building for fishers, and policy integration are key to the successful implementation of 
cold storage policies. 

Keywords: policy implementation, cold storage, fishermen's welfare, fishermen's empowerment, fisheries sector 

 
 

PENDAHULUAN 

Sektor perikanan merupakan salah satu 

sektor strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional, terutama bagi wilayah pesisir yang 

sebagian besar masyarakatnya bergantung pada 

aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber mata 

pencaharian utama. Perikanan tidak hanya berperan 

dalam penyediaan pangan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah dan nasional. Namun demikian, berbagai 

kajian menunjukkan bahwa nelayan masih 

termasuk kelompok masyarakat yang rentan secara 

ekonomi akibat ketergantungan pada kondisi alam, 

fluktuasi hasil tangkapan, serta keterbatasan akses 

terhadap sarana produksi dan distribusi (Hardin, 

2025). 

Sektor perikanan merupakan salah satu 

bidang strategis dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Namun 

implementasi berbagai kebijakan pengelolaannya 

kerap menghadapi tantangan dalam aspek sosial 

dan ekonomi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa 

kebijakan perikanan yang berorientasi pada 

keberlanjutan sumber daya, seperti pembatasan 

aktivitas penangkapan, memang memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan stok ikan dan 

kelestarian ekosistem. Tetapi di sisi lain dapat 

menimbulkan penurunan pendapatan, kerawanan 

pangan, serta keterbatasan alternatif mata 

pencaharian bagi nelayan kecil. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya 

berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga 

memperhatikan dukungan infrastruktur ekonomi, 

seperti penyediaan cold storage, guna menjaga 

stabilitas hasil tangkap dan meningkatkan 

kesejahteraan nelayan, khususnya di Sulawesi 

Selatan (Islam et al., 2021). 

Dalam tiga tahun terakhir, sektor perikanan 

tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

kecenderungan pertumbuhan yang cukup 

signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa 

produksi perikanan tangkap meningkat dari sekitar 

436 ribu ton pada tahun 2022 menjadi lebih dari 511 

ribu ton pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 

2023 nilai ekonomi sektor ini diperkirakan mencapai 

sekitar Rp14,2 triliun, yang menegaskan peran 

strategis sektor perikanan sebagai salah satu 

penopang ekonomi daerah.  

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Sulawesi 

Selatan 

Tahun 

Produksi 
Perikanan 
Tangkap 

(Ton) 

Nilai 
Ekonomi 

(Perkiraan) 
Keterangan 

2022 
±436.735 

ton 
- 

Produksi 
meningkat 
dibanding 
beberapa 

tahun 
sebelumnya 

2023 
±492.159 

ton 
±Rp14,2 
triliun 

Menunjukkan 
tren 

pertumbuhan 
sektor 

perikanan 
tangkap 

2024 
±511.291 

ton 
- 

Data 
sementara 

statistik 
perikanan 
provinsi 

Sumber: BPS & Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi 

Selatan 
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Di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor 

perikanan tangkap memiliki potensi yang besar, 

namun kesejahteraan nelayan belum mencerminkan 

ketersediaan sumber daya tersebut. Permasalahan 

utama terletak pada lemahnya posisi tawar nelayan 

dalam rantai pemasaran serta keterbatasan fasilitas 

pascapanen, khususnya sarana penyimpanan. 

Kondisi ini memaksa nelayan menjual hasil 

tangkapan segera setelah mendarat dengan harga 

yang relatif rendah, terutama saat produksi 

melimpah. Akibatnya, nelayan tidak memiliki 

fleksibilitas dalam menentukan waktu penjualan 

yang lebih menguntungkan, sehingga nilai ekonomi 

hasil tangkapan cenderung lebih banyak dinikmati 

oleh pelaku perantara dibandingkan oleh nelayan 

sebagai produsen utama (Sutanto et al., 2024). 

Keterbatasan infrastruktur pascapanen 

seperti cold storage juga menjadi kendala utama 

dalam meningkatkan nilai tambah produk 

perikanan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang 

memadai, nelayan tidak memiliki fleksibilitas untuk 

menunda penjualan hingga harga pasar lebih 

menguntungkan. Kondisi ini menyebabkan rantai 

nilai perikanan lebih banyak dinikmati oleh 

pedagang perantara dibandingkan oleh nelayan 

sebagai produsen utama. Oleh karena itu, 

penyediaan fasilitas penyimpanan beku menjadi 

salah satu bentuk intervensi kebijakan yang penting 

untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok 

perikanan sekaligus memperkuat posisi tawar 

nelayan dalam sistem pemasaran hasil tangkapan 

(Riadi et al., 2025). 

Penyediaan ruang penyimpanan beku (cold 

storage) menjadi salah satu solusi kebijakan yang 

dinilai strategis untuk mengatasi permasalahan 

pascapanen di sektor perikanan. Fasilitas 

penyimpanan beku berfungsi untuk menjaga 

kualitas ikan, memperpanjang masa simpan, serta 

mengurangi kehilangan hasil tangkapan (post-

harvest loss). Dengan adanya cold storage, nelayan 

diharapkan memiliki fleksibilitas waktu dalam 

menjual hasil tangkapan sehingga mampu 

meningkatkan nilai jual dan pendapatan. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan 

infrastruktur pascapanen berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan 

efisiensi rantai distribusi perikanan (Pusporini & 

Dahdah, 2020). 

Pemerintah telah menyediakan fasilitas 

penyimpanan beku (cold storage) di berbagai daerah, 

termasuk Sulawesi Selatan, sebagai bentuk 

intervensi untuk memberdayakan nelayan sekaligus 

memperkuat ekonomi kelautan. Kebijakan ini 

bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk 

perikanan, mengurangi ketergantungan nelayan 

pada tengkulak, serta mendorong pengelolaan hasil 

perikanan yang lebih berkelanjutan. Namun, 

implementasi kebijakan publik sering kali 

menghadapi berbagai tantangan di tingkat 

pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, 

rendahnya kapasitas pengelolaan, serta lemahnya 

koordinasi antarinstansi pelaksana (Akil, 2013). 

Dalam konteks implementasi kebijakan 

penyediaan ruang penyimpanan beku, keberhasilan 

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan 

fasilitas fisik, tetapi juga oleh faktor-faktor 

institusional, sosial, dan manajerial. Partisipasi 

nelayan, kejelasan mekanisme pengelolaan, 

keberlanjutan operasional, serta dukungan 

kebijakan daerah menjadi aspek penting yang 

memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. 

Sebaliknya, apabila kebijakan tidak 

diimplementasikan secara optimal, maka tujuan 

peningkatan kesejahteraan nelayan sulit tercapai 

dan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru 

(Muchlis et al., 2025). 

Kebijakan publik, merupakan keputusan 

yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 

tertentu demi kepentingan masyarakat. Dalam 

konteks pembangunan sektor perikanan, kebijakan 

penyediaan ruang penyimpanan beku (cold storage) 

merupakan bentuk intervensi pemerintah yang 

dirancang untuk meningkatkan nilai tambah hasil 

tangkapan serta memperkuat posisi ekonomi 

nelayan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian 

mengenai implementasi kebijakan penyediaan 

ruang penyimpanan beku dalam meningkatkan 
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kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan 

menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini 

diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mendukung maupun menghambat 

implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi 

dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih 

efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada 

kepentingan nelayan sebagai kelompok sasaran 

utama pembangunan sektor perikanan (Martarech 

et al., 2025). 

Hasil kajian nantinya diharapkan 

memberikan manfaat praktis bagi pemerintah 

daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan 

yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam 

penguatan tata kelola cold storage, penyusunan 

regulasi yang adaptif, serta pengembangan program 

pemberdayaan nelayan yang terintegrasi. Selain itu, 

temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan 

bagi pengelola fasilitas dan pemangku kepentingan 

sektor perikanan dalam meningkatkan efektivitas 

pemanfaatan infrastruktur pascapanen, sekaligus 

mendorong peningkatan kapasitas nelayan agar 

mampu mengelola hasil tangkapan secara lebih 

produktif dan berkelanjutan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif yang bertujuan untuk menggali 

informasi awal mengenai suatu fenomena atau isu 

penelitian guna merumuskan pertanyaan yang lebih 

spesifik untuk kajian lanjutan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Systematic Literature 

Review (SLR) yang memungkinkan peneliti 

menelaah literatur secara sistematis, transparan, dan 

terstruktur. Melalui metode ini, peneliti dapat 

memperoleh gambaran komprehensif mengenai 

penelitian terdahulu sekaligus mengidentifikasi 

kesenjangan penelitian (research gap) yang ada. 

Analisis data dilakukan menggunakan 

analisis tematik yang dikembangkan oleh Virginia 

Braun dan Victoria Clarke yang dikutip dalam 

Yanto (2025). Proses ini meliputi beberapa tahap, 

yaitu: (1) familiarisasi dengan data melalui 

pembacaan mendalam literatur; (2) pemberian kode 

awal terhadap ide, konsep, atau temuan penting; (3) 

identifikasi tema dengan mengelompokkan kode-

kode yang memiliki kesamaan makna; (4) 

peninjauan dan penamaan tema untuk memastikan 

konsistensi dengan fokus penelitian; serta (5) 

interpretasi dan sintesis akhir yang disajikan dalam 

bentuk narasi konseptual mengenai keterkaitan 

antar-tema serta implikasinya bagi pengembangan 

teori dan praktik administrasi publik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Penyediaan Cold Storage 

dalam Pemberdayaan Nelayan 

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan penyediaan ruang 

penyimpanan beku (cold storage) di Kabupaten 

Takalar merupakan bagian dari strategi pemerintah 

dalam mendukung pemberdayaan nelayan dan 

penguatan sektor perikanan. Revitalisasi fasilitas 

yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi langkah 

penting untuk mengoptimalkan infrastruktur 

pascapanen dalam menjaga kualitas hasil 

tangkapan, mengurangi kerugian akibat 

pembusukan, dan memberi fleksibilitas waktu 

pemasaran bagi nelayan. Namun, pemanfaatan 

fasilitas tersebut belum memberikan dampak 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

nelayan, yang menunjukkan adanya kesenjangan 

antara tujuan kebijakan dan realitas 

implementasinya di lapangan (Sitorus, S.H., 2022). 

Temuan kajian menunjukkan bahwa 

rendahnya tingkat pemanfaatan cold storage 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

keterbatasan sosialisasi, rendahnya kapasitas 

nelayan dalam pengelolaan pascapanen, serta 

belum adanya sistem pengelolaan yang partisipatif. 

Selain itu, ketiadaan regulasi daerah yang spesifik 

menyebabkan lemahnya kejelasan peran antaraktor 

dan koordinasi antarinstansi, sehingga kebijakan ini 

belum terintegrasi secara optimal dengan program 

pemberdayaan nelayan. Implementasi kebijakan 

juga masih berfokus pada penyediaan infrastruktur 

fisik, sementara penguatan kapasitas sumber daya 
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manusia dan kelembagaan belum menjadi perhatian 

utama.  

Efektivitas implementasi kebijakan tidak 

hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, 

tetapi juga oleh dukungan regulasi, kapasitas aktor, 

dan kualitas tata kelola kebijakan. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan kebijakan melalui 

penyusunan regulasi yang adaptif, peningkatan 

kapasitas nelayan melalui pelatihan dan 

pendampingan berkelanjutan, serta pengembangan 

sistem pengelolaan yang kolaboratif dan inklusif. 

Integrasi aspek kelembagaan, partisipasi 

masyarakat, dan koordinasi antarinstansi menjadi 

kunci untuk menjembatani kesenjangan antara 

desain kebijakan dan kebutuhan riil nelayan, 

sehingga implementasi cold storage dapat berjalan 

lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan nelayan (Ayu et al., 

2020). 

Keberadaan cold storage yang kembali 

beroperasi mulai memberikan dampak positif, 

khususnya dalam mengurangi potensi kerugian 

nelayan akibat pembusukan ikan saat hasil 

tangkapan melimpah. Fasilitas ini memungkinkan 

nelayan menyimpan hasil tangkapan dalam kondisi 

beku sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan 

pemasaran dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. 

Meskipun demikian, dampaknya terhadap 

peningkatan kesejahteraan nelayan masih belum 

signifikan karena tingkat pemanfaatan fasilitas 

tersebut masih terbatas (Fernanto, G., 2022; Nesti et 

al., 2022). 

Rendahnya tingkat pemanfaatan cold storage 

oleh nelayan menjadi salah satu temuan utama. Hal 

tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi 

mengenai mekanisme penggunaan fasilitas, 

rendahnya pemahaman nelayan tentang 

manajemen pascapanen, serta belum adanya sistem 

pengelolaan yang melibatkan nelayan secara aktif. 

Kondisi ini menyebabkan cold storage belum 

sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen 

pemberdayaan, tetapi masih dipersepsikan sebagai 

fasilitas pemerintah dengan akses dan penggunaan 

yang terbatas (Majuro A, 2019). 

Kajian ini menemukan bahwa belum 

terdapat regulasi daerah yang secara khusus 

mengatur pengelolaan dan pemanfaatan cold storage. 

Meskipun demikian, secara umum kebijakan ini 

tetap memiliki landasan hukum dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009, yang menegaskan 

pentingnya pengelolaan hasil perikanan, 

peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan 

nelayan. Selain itu, penguatan peran pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan urusan kelautan 

dan perikanan juga sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Namun, ketiadaan payung hukum daerah 

yang lebih spesifik berdampak pada belum jelasnya 

pembagian peran antaraktor, lemahnya koordinasi 

antarinstansi, serta belum terintegrasinya kebijakan 

ini dengan program pemberdayaan nelayan secara 

berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi 

juga oleh dukungan regulasi dan tata kelola yang 

jelas (Purwantini & Saraswati, 2022).  

Kualitas sumber daya manusia nelayan juga 

menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan 

ini. Sebagian besar nelayan memiliki tingkat 

pendidikan yang relatif rendah dan belum memiliki 

keterampilan teknis dalam pengelolaan pascapanen 

berbasis teknologi. Kondisi ini menghambat 

optimalisasi pemanfaatan cold storage dan 

menunjukkan pentingnya program pelatihan serta 

pendampingan yang berkelanjutan. Implementasi 

kebijakan masih cenderung berfokus pada 

penyediaan infrastruktur fisik, sementara aspek 

pemberdayaan dan penguatan kapasitas nelayan 

belum menjadi perhatian utama. Koordinasi 

antarinstansi juga belum berjalan optimal, sehingga 

memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di 

lapangan (Ayu et al., 2020). 

Temuan empiris tersebut memperlihatkan 

bahwa meskipun kebijakan penyediaan cold storage 

telah dirancang sebagai instrumen strategis dalam 

pemberdayaan nelayan, implementasinya di 
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lapangan masih menghadapi kesenjangan antara 

tujuan kebijakan dan realitas operasional. Hal ini 

tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan 

fasilitas oleh nelayan yang disebabkan oleh 

keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas 

teknis, serta belum adanya pola pengelolaan yang 

partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya 

bergantung pada keberadaan infrastruktur fisik, 

tetapi juga pada kesiapan aktor pelaksana dan 

penerima manfaat dalam mengelola serta 

memanfaatkan kebijakan tersebut secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

pemerintah dalam menjembatani kesenjangan 

antara desain kebijakan dan kebutuhan riil 

masyarakat sasaran. Dinamika implementasi 

kebijakan ini juga menegaskan pentingnya integrasi 

antara aspek kelembagaan, regulasi, dan penguatan 

kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung 

keberhasilan program (Rasta, I.M., 2017). 

Kajian ini menggambarkan proses 

pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait, 

mekanisme pengelolaan fasilitas penyimpanan 

beku, serta keterlibatan nelayan sebagai kelompok 

sasaran kebijakan. Fokus utama hasil kajian adalah 

kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan 

praktik implementasi di lapangan, karena 

keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan 

oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat 

diimplementasikan secara efektif dan kontekstual 

sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sasaran (Arnenda & Rochman, 2021). 

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang 

penyimpanan beku di Kabupaten Takalar telah 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam 

mendukung sektor perikanan dan pemberdayaan 

nelayan. Namun, implementasi kebijakan tersebut 

belum berjalan optimal karena masih lemahnya 

dukungan regulasi daerah, terbatasnya partisipasi 

nelayan, serta belum terintegrasinya cold storage 

dengan program pemberdayaan yang bersifat 

jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan 

kebijakan daerah, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia nelayan, serta perbaikan tata kelola 

cold storage menjadi langkah strategis agar kebijakan 

ini benar-benar mampu meningkatkan 

kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Novalino & Wulandari, 2024). 

Tabel 2. Aspek Pelaksanaan dan Temuan 

Implementasi Kebijakan Penyediaan Cold Storage di 

Kabupaten Takalar 

Aspek Pelaksanaan 
Kebijakan 

Hasil Analisis Literatur 

Potensi Wilayah Pesisir Wilayah pesisir 
Kabupaten Takalar 
sepanjang kurang lebih 74 
km menjadi modal utama 
pengembangan sektor 
perikanan dan 
mendukung implementasi 
kebijakan penyediaan 
ruang penyimpanan beku 
sebagai sarana 
pemberdayaan nelayan. 

Penyediaan Infrastruktur 
Cold Storage 

Cold storage yang 
dibangun sejak tahun 2002 
sempat tidak beroperasi 
karena kendala teknis dan 
ketidaksesuaian standar. 
Fasilitas ini baru 
diaktifkan kembali pada 
tahun 2022 oleh 
Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

Fungsi dan Manfaat Cold 
Storage 

Cold storage berfungsi 
menjaga kualitas hasil 
tangkapan nelayan, 
menekan tingkat 
pembusukan, serta 
membantu menjaga 
stabilitas pasokan dan 
harga ikan di pasaran. 

Pemanfaatan oleh 
Nelayan 

Pemanfaatan cold storage 
oleh nelayan masih belum 
optimal karena 

keterbatasan sosialisasi, 
rendahnya pemahaman 
pengelolaan pascapanen, 
dan minimnya 
pendampingan teknis. 

Dukungan Regulasi 
Daerah 

Belum terdapat peraturan 
daerah yang secara 
khusus mengatur 
pengelolaan dan 
pemanfaatan cold storage 
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Aspek Pelaksanaan 
Kebijakan 

Hasil Analisis Literatur 

sebagai instrumen 
pemberdayaan nelayan. 

Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah 
berperan sebagai 
fasilitator dan regulator, 
namun implementasi 
kebijakan masih lebih 
berfokus pada penyediaan 
infrastruktur fisik 
dibandingkan penguatan 
kapasitas nelayan. 

Dampak terhadap 
Pemberdayaan Nelayan 

Keberadaan cold storage 
berpotensi meningkatkan 
kesejahteraan nelayan, 
tetapi dampaknya belum 
maksimal akibat 
lemahnya integrasi 
kebijakan dan partisipasi 
nelayan. 

Sumber: Diolah Penulis, 2026 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

penyediaan ruang penyimpanan beku (cold storage) 

di Kabupaten Takalar telah menunjukkan adanya 

upaya pemerintah daerah dalam mendukung 

pemberdayaan nelayan melalui penyediaan 

infrastruktur pascapanen. Namun demikian, 

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi 

berbagai keterbatasan, khususnya pada aspek 

pemanfaatan oleh nelayan, dukungan regulasi 

daerah, serta penguatan kapasitas dan partisipasi 

nelayan (Rasta, I.M., 2017). Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan kebijakan yang lebih 

terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada 

pemberdayaan agar keberadaan cold storage dapat 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan 

kesejahteraan nelayan (Agash & Saravanakumar, 

2025). 

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Kebijakan Penyediaan Ruang Penyimpanan Beku 

Terhadap kesejahteraan Nelayan 

Kajian tersebut menunjukkan bahwa 

penyediaan ruang penyimpanan beku (cold storage) 

merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mendukung implementasi kebijakan perikanan 

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

nelayan. Keberadaan fasilitas ini berfungsi untuk 

menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi 

kerugian pascapanen, memperpanjang masa 

simpan ikan, serta memberikan fleksibilitas waktu 

pemasaran. Dalam kerangka pemberdayaan 

ekonomi, cold storage tidak hanya berperan sebagai 

sarana teknis pascapanen, tetapi juga sebagai 

instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi 

distribusi, memperkuat posisi tawar nelayan, dan 

menjaga stabilitas harga hasil perikanan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan cold 

storage memiliki keterkaitan langsung dengan upaya 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

nelayan, khususnya pada wilayah pesisir yang 

bergantung pada hasil tangkapan harian (Said, 2022; 

Di & Banda, 2025).  

Pendukung efisiensi pascapanen, 

keberadaan cold storage juga berimplikasi pada 

penguatan ketahanan pangan dan stabilitas pasokan 

ikan. Fasilitas penyimpanan beku memungkinkan 

hasil tangkapan tetap tersedia dalam kondisi layak 

konsumsi meskipun terjadi fluktuasi produksi atau 

hambatan distribusi. Dalam kondisi tersebut, cold 

storage berfungsi sebagai penyangga pasokan yang 

dapat menjaga kesinambungan distribusi ikan ke 

pasar sekaligus mengurangi tekanan penjualan 

pada saat produksi melimpah. Dengan demikian, 

implementasi kebijakan ini tidak hanya berdampak 

pada aspek ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi 

juga memiliki nilai strategis dalam menopang 

ketersediaan pangan berbasis komoditas perikanan 

di tingkat lokal maupun regional (Wahyono, 2016; 

Marina et al., 2022). 

Hasil Analisa Kajian juga menunjukkan 

bahwa cold storage dapat mendukung perluasan 

akses pasar dan peningkatan daya saing hasil 

perikanan. Dengan kualitas ikan yang lebih terjaga, 

nelayan memiliki peluang lebih besar untuk 

menjangkau pasar yang menuntut standar mutu 

lebih tinggi, termasuk pasar antarwilayah dan pasar 

ekspor. Kondisi ini memberikan ruang bagi nelayan 

untuk memperoleh harga jual yang lebih stabil dan 

mengurangi ketergantungan pada pola penjualan 
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cepat dengan harga rendah. Oleh karena itu, 

keberadaan cold storage perlu dipahami sebagai 

bagian dari sistem logistik perikanan yang 

berkontribusi terhadap efisiensi distribusi, 

penguatan rantai dingin, dan peningkatan nilai 

ekonomi hasil tangkapan (Hasani, M.C., 2026; 

Marina et al., 2022). 

Hasil Kajian menunjukkan bahwa dampak 

positif kebijakan cold storage terhadap kesejahteraan 

nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan tata 

kelola yang inklusif. Manfaat ekonomi dari fasilitas 

penyimpanan beku berpotensi lebih banyak 

dinikmati oleh pihak yang memiliki modal, akses 

jaringan pasar, dan kontrol terhadap distribusi hasil 

perikanan. Dalam situasi demikian, nelayan kecil 

tetap berada pada posisi yang lemah meskipun 

infrastruktur telah tersedia. Hal ini menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan cold storage 

memerlukan mekanisme pengelolaan yang adil dan 

partisipatif agar manfaatnya tidak terpusat pada 

kelompok tertentu, melainkan benar-benar 

mendukung pemerataan kesejahteraan nelayan 

(Atsuhi Sano, 2000; Purwantini & Saraswati, 2022). 

Faktor pendukung utama implementasi kebijakan 

penyediaan ruang penyimpanan beku terletak pada 

adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat 

sistem logistik perikanan melalui pengembangan 

rantai dingin (cold chain system). Dukungan 

kebijakan ini menempatkan cold storage sebagai 

sarana penting untuk menyerap hasil tangkapan, 

menjaga kualitas ikan, mengurangi kerugian 

pascapanen, dan menstabilkan harga pada tingkat 

produsen. Selain itu, keberadaan fasilitas ini 

menjadi lebih efektif apabila didukung oleh 

integrasi dengan program pemberdayaan nelayan, 

penguatan kelembagaan, serta akses pasar yang 

memadai. Dengan kata lain, keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

kesesuaian antara pembangunan infrastruktur dan 

strategi pemberdayaan ekonomi nelayan secara 

berkelanjutan (Di & Banda, 2025; Asniwati et al., 

2022). 

Hasil Analisa mengungkapkan bahwa 

implementasi kebijakan cold storage masih 

menghadapi berbagai hambatan, terutama pada 

tingkat pemanfaatan oleh nelayan kecil. Hambatan 

utama yang paling sering muncul adalah rendahnya 

kapasitas sumber daya manusia nelayan, baik dalam 

aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun 

kemampuan manajerial untuk mengelola fasilitas 

penyimpanan beku. Keterbatasan tersebut 

menyebabkan cold storage yang telah disediakan 

tidak selalu dimanfaatkan secara optimal. 

Rendahnya pemahaman terhadap penanganan 

pascapanen berbasis teknologi juga 

memperlihatkan bahwa pembangunan 

infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh 

penguatan kapasitas pengguna sebagai kelompok 

sasaran kebijakan (Sitorus, S.H., 2022). 

Faktor penghambat lainnya berkaitan 

dengan tingginya biaya operasional, terutama biaya 

listrik, perawatan fasilitas, dan pengelolaan rutin 

yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi 

nelayan kecil. Dalam banyak kasus, biaya 

penggunaan cold storage justru menjadi beban 

tambahan yang mengurangi minat nelayan untuk 

memanfaatkan fasilitas tersebut. Ketiadaan subsidi 

operasional, lemahnya dukungan pembiayaan, dan 

belum adanya jaminan pasar yang stabil 

menyebabkan manfaat ekonomi dari cold storage 

tidak dapat dirasakan secara maksimal. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi 

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan 

fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk 

menjamin akses penggunaan yang terjangkau dan 

berkelanjutan bagi nelayan (Muhammad , 2025).  

Selain aspek biaya, hambatan implementasi 

juga muncul dari lemahnya koordinasi 

kelembagaan dan belum siapnya infrastruktur 

pendukung. Beberapa kajian menunjukkan bahwa 

pembangunan cold storage sering kali tidak diikuti 

oleh kesiapan pelabuhan perikanan, akses 

transportasi, jaringan distribusi, dan sistem 

pemasaran yang mendukung. Akibatnya, fasilitas 

yang telah dibangun menjadi kurang efektif, tidak 

termanfaatkan secara maksimal, atau bahkan tidak 

beroperasi dalam jangka panjang. Hal ini 

menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan 
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normatif dan realitas implementasi di lapangan, 

yang pada akhirnya melemahkan efektivitas 

program dalam meningkatkan kesejahteraan 

nelayan (Arnenda & Rochman, 2021; Hasani, M.C., 

2026). 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan penyediaan ruang 

penyimpanan beku memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui 

pengurangan kerugian pascapanen, stabilisasi 

harga, efisiensi distribusi, dan perluasan akses 

pasar. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat 

bergantung pada sinergi antara dukungan 

kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, tata 

kelola kelembagaan, infrastruktur pendukung, serta 

mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, cold storage tidak dapat 

dipandang semata-mata sebagai proyek fisik, 

melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari 

strategi pemberdayaan nelayan yang terintegrasi 

agar manfaat ekonomi dan sosialnya dapat 

dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan di 

Sulawesi Selatan (Akil, 2013; Novalino & 

Wulandari, 2024). 

PENUTUP 

Kebijakan penyediaan ruang penyimpanan 

beku (cold storage) terbukti memiliki fungsi strategis 

dalam memperkuat sistem pascapanen perikanan 

melalui pengurangan kehilangan hasil tangkapan, 

penjagaan kualitas ikan, serta peningkatan 

fleksibilitas waktu penjualan yang berdampak pada 

penguatan posisi tawar nelayan. Namun, 

implementasinya di Kabupaten Takalar belum 

optimal karena lemahnya dukungan regulasi 

daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, 

terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta 

belum terbangunnya tata kelola yang partisipatif 

dan terintegrasi. Selain itu, tingginya biaya 

operasional dan belum optimalnya dukungan 

infrastruktur rantai dingin turut membatasi 

efektivitas pemanfaatan fasilitas cold storage. 

Implikasinya, penguatan kebijakan perlu 

diarahkan pada integrasi antara penyediaan 

infrastruktur dengan pengembangan kelembagaan 

dan pemberdayaan nelayan melalui regulasi yang 

jelas, peningkatan kapasitas teknis, serta model 

pengelolaan berbasis partisipasi. Kebaruan (novelty) 

kajian ini terletak pada penegasan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan cold storage 

tidak cukup ditopang oleh aspek fisik semata, 

melainkan membutuhkan pendekatan sistemik 

yang menghubungkan tata kelola kelembagaan, 

kapasitas aktor, dan integrasi rantai dingin sebagai 

satu kesatuan dalam kerangka pemberdayaan 

nelayan yang berkelanjutan. 
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